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ABSTRAK

Diengan mengaon kepada Undang-Undang Mo 75 Tahun 2000 Tontang Program
Fembangunan Mesional (PROPEENAS) Pemerintah Somaira Barat telah membeniok oo
roordmast Fromosi Penanaman Modal Dagah (BRPMD) Propins Swmalm Barm Wi
dibentuk berdasarkan PERDA Momor, 6 Tahon 2001 denpan togas pohoknve membant
Cruhemur dafam penvelenggaraan Pemenintah Propins & Pidang Penanaman Modal Dasrah
merta dengan keluarnya Reputusan Gubernur Swmatza Barat No, 036 Tahon 240401 terrtaEn
Uraian Tugas Badan Koordinasi Promest dan Penanaman Modal Dacrah Propnsi Sumatrs
Barat vang salah satunva mEngens periznan. Sesm dengan Undang-undang Nomaor 22
Fabhum 19949 seria perubabannva dengan Undano-undang 32 Tahon 2004 mershaws iplikas
wijadmya perebahan vane mendasar dalam penyelenpparaan Pemerimahan di Tingkar
Propinsi,  dmana Gnk berst pelaksanaan olonomi berada pada  masing-masing
Kabupaten/Kota.

Mengenal penetapan Jokasi wvesiasi distas tangh wlayat sdalah merupakan suaiy
cara kerja pemanfaatan sumberdayva alam yvong terdapat pada sustu nkayal werentn baik apa
yane ada digis maupun dibawab sanal uleval tersebut, Dalam hal i tamab olovat di
Mamangkaban dapat divsahakan oleh siapa sajs sepanjang sesui dengan auran hukem adi
yang berlaky di suatu daersh, dengan berdasarkan falsafih adat “kaladang babungo amprang,
karimbo habuge kava, ka hutan bapanciang alas, Kangalan babungo oo, kalawik babungo
harang, katambang babungo ameh, bak danciang pengaluaran, sbua-ubus gantuang kamudi.
Kubau pat kubangan tingaa. pusakopulang kanan Py, nan tabao salo leluak oen kel di
hadan™,

Namun keyataaniya proses penelapan lokas: scneaslamy hestursn-benras dad
sk it vange disenap daesah meraliki peraturan adat vang berbeda-beda serta kwang
elasnya pengatoran hukuwm tansh sdattanal ubavar yang dioor didalam hukwm peranahan
di Indonesia. Adapun permasalahan vang diteliti vaity proses penclopen Iokasitanab untuk
investast, kendala-kendala dalam penetapannya serta bagaimang mengatasing g

Fendekatan untuk mendapatkan dasa tersebut digunakan metode yundis sesiolngis
vk pesdelatan  masalah  dengan  melibat  nomma hakom vang  herfaky  kemudian
dihubungkan dengan kesvataan s Fakits ihlapangan, teknik pengumpulan dam dengan
study hasus, pengalaban dats didakebkan dengan editing, coding, snalisa data wang digunakan
adalah kualitanf vaitu  demgan mengonpkapban kevataan-kevataan vang  dipercleh  di
lapangan kemudian diokak dalsm bentuk kalimat secars sistematis

Berdasarkan hasl penciitian bahwa prosedur penctapan Yokasi berdasarkan Peraturan
Mentnn Dalam Mepri Nomor, 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentyan CRRenal
pemvediaan dan pembenian tansh untuk keporluan perusahaan, Persturan Mentn Nepars
Aprariafepals Badan Petanahan Nosional Momor 2 Tabun 1993 tenang Tase Cara
Memperoleh bxin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusaohaan Dalam Rmneka Penanaman
Modal, Keputusan Mentri Megara Agrana/kepala Badan Pentanahan Nasional Momor 21
Tabum 1990 Temang Tata Cara Perolehan Tansh Bagi Peruzahaan Dalam Rangka
Penamaman Mudal, Adapun permasalahian yam timbul adalad lamanya proses peny clesaian
lahan provel densan masvarsky adas. belom adanya kejelasan mengenad kewenangan
cacrah Rabupaten'hola sengenal penasaman modal, adanva penafsim berbeda mengenm
asal usul tanah vange dipakai oleh PT Semen Padang, kurang maksimalnys pelavanan
mvestast di daerah Kabupalen®ota akibat belum terbentubnyn BRTMD Kabupaien/k o,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dan arah  pembangunan nasional sebagaimmna di tunjukan dalam
program pembangunan Masional {(Propernas) vakni berusaha mewujudkan suatu
masvarakat adil dan makmur, dimana masvarakat adil dan makmur ito akan
diwujudkan melalwi pembangunan di berbagai bidang, diantaranya  bidang
chonemi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembansunan sektor-sektor
chonomi yang terdapat dinepara kita ini, seperi; sektor pertanian, kehutanan.
perikanan, perternakan, pertambangan, indusrit, perdapangan. jasa-jasa, dun lain-
lain.

Perkembanpan bidang ckonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33
ahun famanya sejak dicanangkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1970,
Kurup waktu lebih seperempat abad ity membawa perubahan dalom masyarakat
Indonesia vang digerakan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagsi eskalasi
dan herbagai dinamikanya. Keberhosilan pembangunan Indonesia dapat dilibat
dari angka statistik yang menunjukan tinglkat pertumbuban ekonomi nasional Vang
rata-rata 5-0 persen per tahun sebelurm era krisis berlanpsung. Keadaan tersebut
memandal keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia yang disinyvalic masih terdapat korang lebih 27 futa rakyal yang berada

diparis kemiskinan.
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Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan owadal dalam
jumlah yang cukup besar dan tersedia pada wakiu yang tepat. Modal dapa
disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakal luss, khususoya duma usaha
swastd, Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalab apabila kebuluhan nkan
modal tersebut dapat disediakan oleh kemampuan dalam neeri sendir, apakah it
aleh pemenntab dan atau dunia usaba swasta dalam negri. Namun dalam
kenyataanya tidaklah demikian sebab pada wnumnyva Negama-nepara berkembang
dalam hal kesedizan modal yang cukup untuk malaksanakan pembanounen secara
menyeluruh mengalami berbapai kesulitan vang disebabkan oleh beberapa fakior,
antara lain; tingkat tabungan {saving) masvarakat yang masih rendah . akumuolasi
modal yang belum efeknif’ dan efisien, keterampilan (s£#0) vang belum memadai
serla lingkat teknolopl vang belum modern,! Kendala-kendala ini umumanya oleh
Megara-negara berkembang ataw sedang berkembang dicoba untak diatasi dengan
barbagai macam cara dan alternatif diamaranyva melalui bantuan dan kerja sama
dengan Juar negri yang dibuluhkan untok melengkapi modal dalam nesd yang
dapat segera dikerahkan,

Demikian pula halova dengan  Indopesia setelah mengalami masa
kolonisas] yang panjang, pada awal kemerdekaan mencoba untuk malaksanakan
pembangunan dimana peran Mepara sangal menentukan. Kenvatan lain juga

renunjukan bahwa tingkat ketersedian modal sanpat besar tidak mencukupi untuk
dapat melaksanakan pembangunan nasional, Hal itu disebutkan dalam TAP

MPRS Momor XXIMPRS/1966 tentang Kebijaksansan Landasan Ekonomi

senuddin Hmar HMakewr Pesanoiren Moda! of fndonesia Jakaria, Penerbit Kencana 2004, Him 2
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beuangan dan Pembangunan khususva ketentuan dalam pasal 9 disehutkan
ratiwas

“Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatam ckonomi

potensial menjali kekoatan ckonomi mil melalni penaniman modal,

penggimaan  teknologi,  penanambahan pengetnhuan,  peningkatan

keterampilan, penambaban kemampuan berorganisasi dan menajemen”

Dengan adanya TAF MPR Nomor XXIIMPRSA966 memberikan
kesempatan kepada pemerintah untuk membuat sesuaty peraturan  perundang-
undangan vang mengatur penanaman modal, Pada tahun 1976 lahirah Undang-
undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Medal Asing, pada tahun 1968
pemerintah mengeluarkan Perundang-undangan Momor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Medal Dalam Negri serta, Untuk membantu pemerintab dalam
mengikomodic kepentingan pemerimah dan investor baik itu investor dari dalam
negri maupun luar negri maka dibentuklah suatu badan non depertemen melalui
Keputusan Presiden Nomaor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Miodal yang mampunyal fungsi membantu presiden dalam meneniukan kebijakan
di bidang pensmaman moedal, menyelesaikan persetujuan penznaman modal dan
penilaan  pelaksanaan medal maupun pengembangannya. Denpan demikian,
menurut ketentuan pasal tersebut BKPM adalsh satu-satunva lembaga yang
herwenang dan bertugas untuk menetapkan kebijakan, penvelesaian persetujuan.
nenilaian pelaksanaan, dan pengembangan pensnaman moedal di Indonesia.

Uniuk  lebibh memantapkan pelavanan  penansman modal khususava
penanaman modal asing di daerah telab dibentuk pula Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) i setiap propinsi sebapsi-mana ditetapkan dalsm



Kepurusan Presiden NMomor 26 Tahun 1980, Tugas pokok dari BEPMD adalsh
membantu pemerintah daerah dalam meninekatkan penanzman medad di dacreah-
daerah sekaligus scbagai lembaga pelavanan perizinan penanaman modal dadam
hal menyelesaikan masalah penyedian tanah atay lokasi, pemberian bk, atas
tanah,  pemberian izin  bangunan.  Selanjutnya, mengudakan  evalupst  dan
pengendalian penanaman modal daerah,

Diengan bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk
menceba menulis suato karva tulis yang  berkaitan dengan perina Badan
koordinasi Penanaman Modal Daerah (BEKPMIDN terutama dalam penetapan tanah
ataw fokasi untuk pembangunan dimana permasalahan vang ada i Sumatea Barae
adalah menpgenai tanah wlayal, Untuk it penulis menuangkannya dalan sebuah
karya ilmiah vang berbentuk  skipsi vang berjudul: PERANAN BADAN
ROORDINASL PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) DALAM
MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI UNTUK INVESTASI DIATAS
TANAH ULAYAT {Studi DM Kota Padang Kelurahan Lubuak Kilangan)

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas perly kiranva penulis melakukan
pemibatasan masalab denpan maksed untuk memifokuskan pokok permasalaban,
mika vang dibahas dalam penulisan skipsi ini adalab :
i, Bagaimana prosedur penclapan lokasi investasi diatas tanah uluyat,
2, Rendala-kendala apa saja vang ditemui BEPMD  dalam penetapan
tanah/lokasi  untuk investasi diatas tanah ulayat dan  hagaimana

menanggulangan kendala tersebu,
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BAE 1V

FENUTUF

A, Kesimpulan

1.

[denpan adanva Undang-undang Pemerintah Dacrabh Nomor 22 Tahun
19499 vang selanjutnya dijabarkan denpan PP Momor 235 Tahon 2000, seria
perubaban Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-
undang 32 Tahun 2004 membawa implementasi terjadinya perubahan
yang mendasar dalam penvelenpgaraan Pemerintah di tingkat Propinsi.
dimana titik berat pelaksanaan otonomi bermls pada masing-masing
Kabupaten/Kota. begitu pula pelayanan investasi BKPPMD  Propinsi
hanya melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secam
makra, mengka polenst investast dacrah, melakukan promosi, dan kera
sama internasional penanaman  madal, memberikan  persetujuan  dan
perizinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing
{PMAY dan Penapaman Modal Dalam Nepri (PMDN), malakukan
pengendalian dan pengawasan sera kerjasama dalam bidang Penanaman
Modal lintas Kabupalen/Kota serta memfazilitasi dalam menentukan
lokasi invertsi antara Invesior depgan Pemerintah Daerah. Mekanisme
pemberan izin pesanaman modal kepada investor dilakukan setelah
adanya surat persetujuan penanaman mods] yang dikeluarkan BEDM
Pusat apabila perusahzan meminta fasilitas penanaman modal dalam

rangka Undang-undang Nomor | Tahun 1967 Tentang PMA atawe Undang-



undang Momor 6 Fahun 1968, Hal tersebut sesui dengan Peraturan Menrri

Dalam  Megri MNomor 5 Tabun 1970 Temmnp  Kelentuan-ketentuan

mengenal Penvedian dan Pemberian tanah untuk keperhean perusahaan.

Dalam Penetapan lokast tersebut hendaknva diperhatikan:

2. Sejauh mungkin harus menghindard penguranpan area tanah penanian
vang subur

b. Sedapat mungkin dimanfiatkan tanah yang semula tidak atau kurang
produktif

. Dihindari pemindahan penduduk dar tempat kediaman

il Diperhatkan  persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran
pencemaran bagl dacrab lingkungan vang bersangkutan,

Dalam penyediaan dan penguasaan tanah yang diperlukan perusahoan

pertama-tama  hares diperhatikan agar segala sesuatunyva diselesaikan

menurut ketentuan peraturan penmdang-undangan vang berlaku dengan

memperhatiken pula bata-batas wewenang para pejabal schagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negr Momor 6 Tahun 1972 dan

agar tercegah tegadinya ketegangan-ketegangan dalam usaha memperoleh

tanah. Selama belum ada fzin ussha calon penanam modal tidak boleh

melakukan pembelian, penyewasn, pembebasan hak atau apapun lain-lain

bentuk pemakaian tanah baik sccara fisik maupun yuridis. Sementara

menunggu diperolehnya 1z usaha atau perseujuan presiden maupun

ketua BRPM Pusat maka Gubernur, Bupatiiwalikota dapat melakukan:
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2. Mencadongkan  tanab yang  diperlukan  unwk  kepentingan
perusahaandcalon  investor.  seluss wang  diperlukan unouk
penyelenpgaraan vsaha vang direncanakan

b, Menyampaikan perimbangan kepada  Kema BEKPM Pusat baik
mengena lokast peresahaan mavpun penvediazan tanah dan urgensinya
perusahaan tersebuot bagi pembangunan daeral

sebagal hasil penelitian di Kota Padang di Keluraban Lubuak Kilangan

bahwa investast yang dilakukan pemerintah dalam bentuk  BUMMN PT

semen Padang vang merupakan penanaman modal dalam negri yang
berkega sama dengan asing dimana U Semen Padang merupakan anak

Perusahsan dari Semen Gresik yang mayoritas ssham dipegang oleh

Pemerintab (51,0171, Cemex Asia Holding Lid {2533 ), Masvarakat

(2346 ) unsur asing vang ada berupa  nvestasi langsung  (direct

favesment). Permasalahan vang timbul dilapangan sebagaimana  hasil

penelitian perizinan investasi masin memberatkan pihak investor terutama
masalah restribusi‘pajak, mengatasi hal tersebul pemerintah Propinsi
mencangkan sistim  pemberian perizinan satuw atap vang  diharapkan
terciptanva sistim administrasi vang singkat dan dapat megurangi biaya-
biaya yang timbul dari proses perizinan, mengenai kebiasaan adat didaerah
vang berbeda. lzin lokasi provek penanaman modal masih mengacy
kepada ketentuan lama atan kebiasaan-kebigsaan daerah setempat seperti
hukum adat vang mengatur tanah ulavat suku atay kaom, maks pemerinah

propinsi sedang menyusun suaty peraturan daerah mepenai tanah ulavat,
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pada dearah Kabupaten/Kota masib belum terbentuknya Badun Koorlinasi
Fenanaman Madal Daerah Kabopaten®ota, Untuk mengatasi hal tersebul
Pemerimtah Propinsi Menyerabkan  sepenubnya kepada  daerah
Febupaten/Kota. Mengenal permasalahan perbedaan status lanah ulayal
vang dizpakal olch Semen Padang hal tersebut masih belum ada jalan
kebuarmya namun hal masth dalam ahap pembicarman anlara masavarakat

adat, Pemerintah, dan PT Semen Padang.

B. Saran

]

faed

Unluk mengelola sumber dava alam vang diberikan oleh Tuban Yang
Maha Fsa hendakaya memperhatikan keadaan lingkungan dan masvarakat
disekitarnya serta di dalam pengelolaannva hendaknya lebih profesional,
chsien. bermeral dan bermatabat sehingga tidak bertentangan dengan
nerma agama, norma hukwn dan norma adat,

Diharapkan pemerintah dacrah lebib berperan akiil dalam menarik minat
investor Kedaerah dengan memberikan intensif-intensil” khusunya seperti
pemberian  pelayanan  perizinan  yang cepat, mudah, murah  serta
meminimalisir peraturan daerab yang memberatkan investor didalam
meclakukan investasinya.

Diharapkan adanya Peraturan doaerab yang mengatur mengenai tanah
ulavat schingga masyarakat adat terlindungi dan adanyva jaminan bagi
investor untuk melakokan nvestasinya di Sumatra Barat,

Untuk meningkatkan pelayanan diharapkan aparatur pemerintab lebih

berkerja secara profesional, bertanggung jawab dan disiplin.
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